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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

2.1 Perjanjian 

 Perikatan dengan Perjanjian memiliki hubungan yang saling berkaitan. 

Hubungan perikatan dengan perjanjian tersebut bahwa perikatan mempunyai arti 

yang lebih luas dari pada pegertian perjanjian.20 Hal ini karena, perjanjian 

merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Di samping itu, terdapat perikatan 

yang lahir dari ketentuan Undang-Undang. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa antara perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan yang berkaitan. 

Hubungan tersebut berupa perjanjian yang menerbitkan perikatan, sehingga 

perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Dengan kata lain, perjanjian melahirkan 

perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. 

Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyamakan 

kontrak dengan perjanjian.  

Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yakni “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”. 

Digunakannya kata “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan kepada 

kita, bahwa kata “perjanjian” dan “kontrak” menurut Buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut 

seperti tersebut diatas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa 

pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang 

sama. Hingga saat ini istilah “kontrak” atau “perjanjian” seringkali masih dipahami 

secara rancu dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa 

keda istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Padahal, secara dogmatik, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai produk hukum warisan colonial 

Belanda menggunakan istilah “overeenkomst” dan “contract” untuk pengertian yang 

sama, sebagaimana dapat dicermati dari judul Buku III titel kedua tentang 

“Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam Bahasa 

Belanda sebagai Bahasa aslinya yakni “van verbintenisse die uit contract of 

overeenkomst geboren worden”. Pemahaman yang berbeda tentang istilah “kontrak” 

dengan “perjanjian” atau “persetujuan” ditegaskan oleh R. Subekti.  

Istilah kontrak, menurut R. Subekti mempunyai pengertian yang lebih 

sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara 

tertulis.21 Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa sistematika Kitab 

 
 20 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984, h. 122. 

 21 R. Subekti, Hukum Perjanjian, dalam bukunya Muhammad Syaifuddin, h. 15. 
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Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan mengatur 

tentang overeenkomst yang apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti 

perjanjian. Istilah kontrak adalah terjemahan dari contract dalam Bahasa Inggris. 

Istilah “kontrak” dalam istilah hukum kontrak merupakan kesepadanan dari istilah 

yang asing. Misalnya dalam hukum kita sudah lama dikenal istilah “kebebasan 

berkontrak”, buka kebebasan “berperjanjian”, “berhutang”, atau “berperikatan”. 

Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang 

membuat janjia tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa 

masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan.  

Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena 

kontrak dibuat berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-

individu yang membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki 

yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut.22 Kontrak menurut Hartkamp 

adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang 

saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, 

dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu 

pihak serta atas beban pihak lainnya atau demi kepentingan dan atas beban kedua 

belah pihak bertimbal balik.  

 Definisi perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata di 

mana, Perjanjian merupakan sebuah kejadian di mana satu orang atau lebih berjanji 

kepada satu orang lain atau lebih. Peristiwa perjanjian tersebut akan melahirkan 

suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan.23 

Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap, 

karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini 

terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya kepada satu orang atau lebih”. 

 Dari pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tersebut menurut J. Satrio nampak ada kelemahan yaitu:  

1. Kata “perbuatan” atau rechtshandeling disini mengandung makna yang 

dalam skema peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang timbul karena 

 
 22 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 19. 

 23 Ifada Qurrata A’yun Amalia dan Endang Prasetyawati, Karakteristik Asas 

Proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba, Jurnal Hukum Bisnis 

Bonum Commune Vol.2, No.2, Agustus 2019. h. 174 
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perbuatan atau tidakan manusia meliputi baik “tindakan hukum” maupun 

“tindakan manusia yang lain” (yang bukan tindakan hukum).  

2. Kata “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih”. Setiap orang yang membaca kalimat tersebut akan 

membayangkan adanya satu orang atau lebih yang terikat kepada satu orang 

atau lebih lainnya. Jadi kesan yang timbul adalah disatu pihak ada 

kewajiban dan dilain pihak ada hak. Yang demikian itu hanya cocok untuk 

perjanjian yang sepihak, sebab didalam perjanjian yang timbal balik pada 

kedua pihak ada hak maupun kewajiban. 

 

Pengertian perjanjian disana tidak memperlihatkan adanya consensus dan 

tidak mempunyai tujuan yang jelas.24 Mengingat kelemahan tersebut J. Satrio 

mengusulkan agar rumusan diubah menjadi “perjanjian adalah suatu perbuatan yang 

terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain 

atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”. J. Satrio membedakan 

perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap 

perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau 

dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, 

perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-

hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur 

dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.25 

 

2.1.1 Unsur- Unsur Perjajian 

 Setiap perjanjian di dalamnya mengandung beberapa unsur yang satu sama 

lain saling berhubungan, sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian unsur 

didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Unsur adalah bagian terkecil dari 

suatu benda yang tidak dapat dibagibagi lagi, sehingga di dalam suatu 

perjanjian juga terdapata unsurunsur yang terdiri dari, sebagai berikut : 

a. Essentialia 

Merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, harus 

mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, 

perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual 

beli, bagian pokoknya harus ada harga barang yang diperjualbelikan. 

b. Naturalia 

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya, dalam jual beli, unsur 

 
 24 J. Satrio, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 15. 

 25 Ibid, h. 58-59. 
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naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat 

tersembunyi. 

c. Accidentalia 

Merupakan bagian tambahan dalam perjanjian. Tambahan tersebut 

dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau 

sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan. Misalnya, perjanjian jual 

beli mobil, bukan hanya ada mesin dan karoserinya, melainkan ditambahkan 

harus ada AC, tape, dan variasinya. 

 

2.1.2 Syarat Sah Suatu Perjanjian 

Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum 

perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian, yakni hak dan kewajiban, hanya dapat 

dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, 

apabila perjanjian yang dibuat sah menurut hukum. Oleh karena itu, keabsahan 

perjanjian sangat menentukan pelaksanaan isi perjanjian yang ditutup. 

Perjanjian yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. 

Kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian karenanya menjadi aturan 

yang dominan bagi pihak yang menutup perjanjian. 

 

 Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, 

berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian adalah sah apabila 

memenuhi persyaratan, yaitu : 

a. Adanya kesepakatan 

  Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau 

lebih dengan pihak lain. Para pihak yang membuat perjanjian telah 

sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak 

masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada 

paksaan, kekeliruan dan penipuan. 

b. Cakap 

  Cakap (bekwaan) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan 

perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa seperti yang 

tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdata, sehat akal pikiran dan tidak 

dilarang oleh suatu peraturan perundangundangan untuk melakukan 

sesuatu perbuatan tertentu. Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap 

untuk melakukan kontrak/perbuatan hukum jika orang tersebut belum 

berumur 21 tahun, kecuali jika orang telah kawin sebelum cukup 21 

tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh 

hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal orang ditaruh dibawah 
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pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros. 

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam 

Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan sebagai berikut: 

1) Orang-orang yang belum dewasa; 

2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan 

3) Perempuan yang telah kawin.72 (Lahirnya SEMA No. 3 Tahun 1963 

dan Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

maka poin c sudah tidak berlaku lagi). 

 

c. Adanya Objek perjanjian 

  Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah 

kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi harus dapat ditentukan, 

artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, 

dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Menurut Pasal 1333 

KUHPerdata yang dinyatakan : 

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang halangan bahwa 

jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat 

ditentukan atau dihitung.” 

d. Suatu sebab yang halal 

 Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya 

perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan 

bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena 

sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. 

Akhirnya, Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bawha sesuatu sebab 

dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum. 

      Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. 

Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena 

mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang 

dilakukan itu. 

 

2.1.3 Pengertian Perjanjian Online 

 Istilah kontrak di Indonesia yang berasal dari istilah Belanda sebagai 

sumber aslinya, yaitu verbintenis dan overeenkomst, Masih menjadi perdebatan 

karena masing-masing ahli hukum perdata Indonesia itu mempunyai 

argumentasi sendiri dan keahlian yang berbeda.1 Sedangkan dalam kamus 

bahasa Belanda kontrak yang dikenal juga dengan kata “overeenkomst”, yang 
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juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian.26 Seiring dengan adanya 

globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta 

keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian online atau 

berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian 

online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian 

lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling 

terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan 

media elektronik lainnya.27 

Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

(LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam 

meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan 

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 

tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa 

pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan 

mutu yang sama pula.  

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman 

(kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian 

pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan 

syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang online atau 

dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (Peer to Peer Lending) pada 

dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya 

saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak 

tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan 

mempertemukan para pihak dan pelaksanan perjanjian dilakukan secara 

online.28 

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya 

penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang 

berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang 

dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu 

 
 26 Abraham Amda Adam, Karmani dkk, Perlindungan Hukum Pemakai Jasa 

Keuangan Dengan Kontrak Baku, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol.2, No.1, 

Februari 2019. 

h. 97 
27 Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap 

Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, 

Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017), h.5   
28 Ibid., h. 6   
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saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam 

konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.29 

Secara teoritis, Peer-to-peer lending atau Peer to Peer Lending adalah kegiatan 

pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam 

bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan 

berkembangnya teknologi dan e-commerce, kegiatan peminjaman turut 

berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan e-

commerce. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari 

banyak individu. Dalam peer lending, kegiatan dilakukan secara online melalui 

platform website dari berbagai perusahaan peer lending. Terdapat berbagai 

macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. 

Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling 

mengenal. Peer lending tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-

bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun 

asuransi. Karena itu, peer lending dikategorikan sebagai produk finansial 

alternatif.30 

Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut. 

Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform 

kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. 

Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa 

memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di 

adopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan 

pendana.31 

 

2.2 Tinjauan Umum Kredit 

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdata pasal 1754 yang 

berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis 

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan 

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.  

Kegiatan usaha pinjaman yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan 

kegiatan usaha kredit. Dalam pengertian yang luas kredit sebagai suatu kepercayaan. 

Dalam bahasa Latin kredit berarti credere artinya percaya. Maksud dari kepercayaan 

 
29 Ibid. 
30 Gita Andini, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer 

Lending,” Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, h. 51   
31 Ibid.   
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dari si pemberi kredit (koperasi) yaitu bahwa si penerima kredit yang menerima 

kredit yang disalurkannya pasti akan mengembalikan sesuai dengan perjanjian. 

Sedangkan bagi debitur merupakan penerimaan kepercayaan maka mempunyai 

kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.  

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 

1998 Pasal 1 ayat (1) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.  

Berdasarkan pengertian kredit di atas, kredit adalah pemberian pinjaman 

dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh kreditur32. Debitur melunasi 

pinjamannya kepada kreditur, dengan cara mengembalikan uang pinjaman 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pihak-pihak dalam perjanjian pinjam 

meminjam, yaitu:  

a. Pihak yang memberi pinjaman uang yang disebut pemberi kredit (kreditur)  

b. Pihak yang menerima uang yang disebut penerima kredit (debitur).  

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada 

masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 

7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 

selanjutnya di sebut UU Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang 

khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan 

menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat 

akan meningkat33 

  Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada 

perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban 

masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi 

undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu 

 
 32 Nelson Abednego Situmeang, Herdi Kuingo, Moestar Arifin, Kebebasan 
Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Konsumen, DiH: Jurnal Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol.15, No.1, Februari-Juli 2019. h. 
46 

33 Etty Mulyati, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan 

Nasabah Pelaku Usaha Kecil,” Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No.1, (September, 2016), 

h.37   
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hubungan kontraktual serta meletakan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai 

dengan yang disepakati bersama. Dalam praktek perbankan perjanjian kredit di buat 

secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.34 

Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah 

yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development, adalah sebagai 

berikut:35 

a. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan 

pembangunan.  

b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya 

guna menjamin kebutuhan masyarakat.  

c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat 

memperluas usahanya.  

Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka 

mempertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain yaitu prinsip 5C (character, 

capacity, capital, condition of economy dan collateral) dan prinsip 7P (personality, 

party purpose, prospect, payment, profitability, protection).36 

 

2.3  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikenal 

dengan istilah Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending. Peer to Peer 

Lending (P2PL) adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada 

individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi 

pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima 

pinjaman secara online. Selain itu, memungkinkan setiap orang untuk memberikan 

pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai 

kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan konvensional (bank) 

sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem P2PL ini sangat mirip dengan konsep 

marketplace online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara 

pembeli dengan penjual. Dalam hal  P2PL ini, sistem yang ada akan 

mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, 

boleh dikatakan bahwa P2PL merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam 

meminjam uang. 

 
34 Maya, Devi, Dwiatmanto, “Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) 

Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)”, Jurnal Administrasi Bisnis 

(JAB), Vol. 49, No.1, (Agustus, 2017), h. 80 
35 Simorangkir, 2000, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, h. 102 
36 Kasmir, 2014, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 80-81 
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Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam 

fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam 

Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi meliputi:  

a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan  

b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.  

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa Perjanjian 

penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 

antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen 

elektronik.  

Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, didefinisikan sebagai 

setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem 

elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, 

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang 

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib 

paling sedikit memuat: 

a. nomor perjanjian; 

b. tanggal perjanjian; 

c. identitas para pihak; 

d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; 

e. jumlah pinjaman; 

f. suku bunga pinjaman; 

g. besarnya komisi; 

h. jangka waktu; 

i. rincian biaya terkait; 

j. ketentuan mengenai denda (jika ada); 

k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan 

l.mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan 

kegiatan operasionalnya. 

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi 

Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi 
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terkait identitas Penerima Pinjaman. Informasi penggunaan dana paling sedikit 

memuat: 

a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;  

b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;  

c. besaran bunga pinjaman; dan  

d. jangka waktu pinjaman.  

Sedangkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima 

pinjaman dalam Pasal 20, dijelaskan lebih lanjut bahwa perjanjian pemberian 

pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam 

dokumen elektronik, yang wajib paling sedikit memuat:  

a. nomor perjanjian;  

b. tanggal perjanjian;  

c. identitas para pihak  

d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;  

e. jumlah pinjaman;  

f. suku bunga pinjaman;  

g. nilai angsuran;  

h. jangka waktu;  

i. objek jaminan (jika ada);  

j. rincian biaya terkait;  

k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan  

l. mekanisme penyelesaian sengketa.  

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima 

Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi tidak termasuk 

informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.  

Dijelaskan dalam Pasal 23, bahwa Penyelenggara wajib menggunakan 

escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account 

bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima 

Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk 

diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman. 

 

2.3.1 Pihak-Pihak dalam Fintech Peer to Peer Lending 

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam secara online ini dilakukan oleh 

beberapa pihak agar dapat menjalankan mekanisme Fintech berbasis P2PL. Para 

pihak dalam Penyelenggaraan layanan ini antara lain adalah: 

1. Pemberi Pinjaman 



21 
 

 Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha 

yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi.37Pemberi Pinjaman dapat berasal dari 

dalam maupun luar negeri. Pemberi pinjaman bisa orang perorangan warga 

negara Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha 

Indonesia/asing, serta lembaga internasional.38 

 

2. Penerima Pinjaman 

 Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang 

mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi.39 Penerima Pinjaman Penerima Pinjaman 

harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia baik orang 

perorangan warga negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia.40 

 

3. Penyelenggara Layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending  

 Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi (Penyelenggara) adalah badan hukum Indonesia yang 

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi.41 Penyelenggara harus dinyatakan 

terlebih dahulu sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk 

Badan Hukum baik Perseroan Terbatas atau Koperasi.42 Penyelenggara 

menyediakan jasa perantara berbasis perangkat lunak yang dapat diakses 

melalui suatu website atau platform yang bertindak menjadi perantara yang 

netral untuk menyediakan tempat bertemunya Pemberi Pinjaman dengan 

Penerima Pinjaman. Segala aktivitas yang dilakukan Penyelenggara hanya 

menawarkan fisik melalui internet, mulai dari prosedur hingga penawaran-

penawaran yang ditawarkan bebas dikases oleh siapa saja pada platform 

Penyelenggara 

 
 37 Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

 38 Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

 39 Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

 40 Pasal 15 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

 41Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

 42 Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
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 Mekanisme Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer 

Lending (P2PL) berbeda dengan perbankan. Peer to Peer Lending (P2PL) tidak 

menghimpun dana dari masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan. Peer to Peer 

Lending (P2PL) juga berbeda dengan Perusahaan multifinance yang memberikan 

pembiayaan secara langsung kepada debitur dengan menggunakan modal 

perusahaan itu sendiri (balance sheet financing). Peer to Peer Lending (P2PL) 

adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara online dalam sebuah wadah 

yaitu melalui marketplace. Marketplace tersebut mempertemukan antara debitur 

(penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman). Pendapatan yang diterima 

oleh Penyelenggara Peer to Peer Lending (P2PL) berasal dari fee dan komisi yang 

diperoleh dari debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman) 

sehingga bukan dari pendapatan bunga.  

 Mekanisme pinjam meminjam secara online dilakukan oleh para pihak yang 

dihubungkan dengan adanya hubungan hukum untuk mengatur kegiatan Fintech 

berbasis P2PL. Hubungan hukum para pihak dihubungkan melalui suatu perjanjian 

atau kontrak. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.). Perjanjian pada umumnya dilakukan dengan membuat kesepakatan yang 

dilakukan secara langsung antara para pihak yang akan saling mengikatkan diri, 

akan tetapi perjanjian dalam Fintech berbasis P2PL dilakukan secara elektronik 

sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam 

dokumen elektronik oleh para pihak. Kontrak elektronik adalah perjanjian para 

pihak yang dibuat melalui sistem elektronik (Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.). Pembuatan 

perjanjian elektronik dalam Penyelenggaraan Fintech dilakukan tanpa harus bertemu 

bertatap muka secara langsung. Hal demikian memberikan kemudahan terutama 

kemudahan akses bagi para pihak yang akan menggunakan Fintech berbasis P2PL. 

 

2.3.2 Hubungan Hukum Para Pihak 

 Pada saat ini begitu banyak permasalahan hukum yang terjadi di sekitar 

masyarakat Indonesia karena terdapat hubungan hukum antara masyarakat yang satu 

dengan yang lain yang salah satunya hubungan hukum yang sering dilakukan 

menyangkut perikatan yang merupakan kegiatani sehari-hari yang dilakukan setiap 

masyarakat, dimanai pengertian dari perikatan yaitu suatu ikatan yang dibuat 

mengikat dalam bidangi hukum harta benda (vermogens irecht) antara yang satu 
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dengan yang lain atau antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas 

suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan prestasi tersebut.43 

Layanan Peer to Peer Lending mempermudah masyarakat yang ingin 

mencari modal usaha ataupun untuk kebutuhan pribadi dengan proses yang singkat 

dan tanpa jaminan. Terlebih lagi, layanan tersebut dapat menarik masyarakat yang 

belum terjangkau oleh Bank baik karena lokasi tempat tinggalnya yang terpencil 

maupun karena tidak memenuhi kriteria penerima pinjaman Bank.Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) mengawasi langsung jalannya kegiatan tersebut dan hingga saat ini 

kegiatan tersebut dipayungi oleh Peraturan OJK Nomor 77/POKL.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran OJK 

(SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 serta beberapa aturan perundang-undangan 

lainnya. 

Kegiatan Peer to Peer Lending pada dasarnya merupakan kegiatan pinjam 

meminjam antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman namun karena 

pelaksanaannya menggunakan teknologi, maka terdapat pihak lain selaku 

penyelenggara layanan yang turut serta menjadi perantara antara para pihak. 

Kedudukan penyelenggara adalah sebagai pihak ketiga yang menyediakan platform 

marketplace bagi para pengguna, mengkualifikasikan penerima pinjaman yang 

kredibel sesuai hasil akumulasi skor kredit, serta mengontrol dan mengawasi 

jalannya transaksi yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. 

Pasal 18 POJK Nomor 77/POKL.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi menyebutkan dua jenis perjanjian 

pelaksanaan kegiatan Peer to Peer Lending yaitu; a) Perjanjian antara penyelenggara 

Peer to Peer Lending dengan pemberi pinjaman; dan b) Perjanjian antara pemberi 

pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tersebut 

dilakukan dengan media elektronik. 

Perjanjian antara penyelenggara Peer to Peer Lending dengan pemberi 

pinjaman diwujudkan dengan perjanjian pemberian kuasa. Pemberi pinjaman 

memberikan kuasanya kepada penyelenggara Peer to Peer Lending mewakili dirinya 

untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam melalui perjanjian elektronik 

dengan penerima pinjaman. 

Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan kegiatan Peer to Peer Lending 

menuntut proses yang lebih cepat (sebagai bentuk keunggulan). Karakteristik 

pemberian kuasa tersebut sama dengan pemberian kuasa dalam BW yang 

pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 1792 BW sampai dengan 1819 BW. 

 
 43 Prisillia Anggraini Evelyn Terisno dan Yuliana Angela, Jual Beli Stand Yang 

Diberi Hak Pakai Ruangan Selamanya Yang Terjadi Di Mall X, Jurnal Hukum Magnum 

Opus Vol.2, No.2, Agustus 2019. h. 137 
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Perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman 

merupakan pemberian kuasa khusus terhadap penyelenggara layanan Peer to Peer 

Lending yang hanya meliputi pelaksanaan perbuatan hukum atau kepentingan 

tertentu dari pemberi pinjaman sebagai pemberi kuasa yang berkaitan dengan 

perikatan akibat perjanjian pinjam meminjam di platform Peer to Peer Lending. 

Perbuatan hukum atau kepentingan yang dimaksud harus dirumuskan secara tegas 

dan terperinci agar masing-masing pihak mengerti sampai sejauh mana kewenangan 

atas pemberian kuasa tersebut. Pasal 1797 BW secara tegas menyatakan bahwa 

penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui 

kuasanya. 

Selama penyelenggara layanan Peer to Peer Lending tidak melakukan sesuatu 

melampaui kekuasaan yang diberikan oleh pemberi pinjaman, maka segala akibat 

atas perbuatan hukum tersebut ditanggung oleh pemberi pinjaman selaku pemberi 

kuasa. Hal tersebut merupakan karakteristik perjanjian pemberian kuasa tepatnya 

tertuang pada Pasal 1801 BW dan Pasal 1806 BW. Tentunya perjanjian antara 

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diwujudkan dalam perjanjian pinjam 

meminjam. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 memberikan rincian terkait isi 

perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dalam dokumen elektronik 

(yang merupakan perjanjian pemberian kuasa) pada Pasal 19 ayat (2) yaitu wajib 

paling sedikit memuat; 

1. Nomor perjanjian; 

2. Tanggal perjanjian; 

3. Identitas para pihak; 

4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; 

5. Jumlah pinjaman; 

6. Suku bunga pinjaman; 

7. Besarnya komisi; 

8. Jangka waktu; 

9. Rincian biaya terkait; 

10. Ketentuan mengenai denda (jika ada); 

11. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan 

12. Mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan 

kegiatan operasionalnya. 

Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam antara penerima pinjaman dan 

pemberi pinjaman (yang dikuasakan kepada penyelenggara) dalam Pasal 20 ayat (2) 

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 wajib paling sedikit memuat; 

1. Nomor perjanjian; 
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2. Tanggal perjanjian; 

3. Identitas para pihak; 

4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; 

5. Jumlah pinjaman; 

6. Suku bunga pinjaman; 

7. Nilai angsuran; 

8. Jangka waktu; 

9. Objek jaminan (jika ada); 

10. Rincian biaya terkait; 

11. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan 

12. Mekanisme penyelesaian sengketa. 

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak menyebutkan adanya perjanjian antara 

penyelenggara Peer to Peer Lending dengan penerima pinjaman yang dapat 

memunculkan pemikiran bahwa tidak adanya hubungan legalitas antara 

penyelenggara dan penerima pinjaman dan hubungan keduanya dalam kegiatan Peer 

to Peer Lending hanya hubungan administratif yang terbentuk saat calon penerima 

pinjaman mengajukan pinjaman di platform penyelenggara untuk memenuhi standar 

yang diajukan oleh penyelenggara. 

Jika ditinjau lebih jauh, terdapat suatu hubungan hukum yang mengikat antara 

penyelenggara Peer to Peer Lending dengan penerima pinjaman sekaligus pemberi 

pinjaman yaitu hubungan hukum antara penyelenggara sistem elektronik dan 

pengguna sistem elektronik seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 

tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengguna 

elektronik pada hubungan ini maksudnya adalah pemberi pinjaman dan penerima 

pinjaman sebagai pihak yang menggunakan platform milik penyelenggara dan pada 

setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan media 

elektronik, akan selalu ada pihak ketiga sebagai penyelenggara sistem elektronik. 

Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan 

hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan 

penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam peminjam uang 

berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman 

telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang 
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ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman 

berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.44 

Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman 

adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh penerima 

pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantaraan penyelenggara serta 

mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Perjanjian ini dapat 

dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. Karena pada tahap 

ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian 

mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para 

pemberi pinjaman.45 

Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum 

dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis 

Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman 

mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan 

terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui 

penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari 

perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi.46 

Karena penjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman 

setuju untuk melakukan pendanaan. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam 

perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman dan penerima pinjaman 

hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Perjanjian 

penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap 

penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap 

tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir 

pendanaan oleh pemberi pinjaman.47 

Perjanjian penyelenggaran tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kewajiban penyelenggara salah satunya 

adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas 

penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana 

yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat :  

1) jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman;  

2) tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman;  

 
44 Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap 

Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, 

Diponegoro Law Journal, Op.Cit., h. 10   
45 Ibid.   
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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3) besaran bunga pinjaman; dan  

4) jangka waktu pinjaman.  

Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan 

pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam formulir 

pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara. 

Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum 

dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. 

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan 

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu 

barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama 

pula.48 

Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan 

perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan online. Terjadinya perjanjian 

pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh 

penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. 

Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara 

yang bertindak sebagai perantara/wadah (marketplace) untuk kemudian ditawarkan 

pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk 

melakukan pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir 

yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian 

pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi 

pinjaman.49 

 

2.4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

2.4.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan 

UndangUndang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 

OJK). Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa 

keuangan secara terpadu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan 

bahwa OJK adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur 

tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini. 

Dasar hukum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan yaitu Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

 
48 Ibid., h. 11 
49 Ibid. 
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Penegasan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen 

termaktub dalam Pasal 1 ayat (1). Otoritas Jasa Keuangan berdiri untuk 

menggantikan fungsi Bapepam-LK dalam mengatur dan mengawasi pasar modal 

dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dlm menagtur dan 

mengawasi bank, serta adanya upaya melindungi konsumen industri jasa 

keuangan.50 

 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu 

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 

mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan 

melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.  

 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan 

jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, 

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan 

pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain 

terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.51  

 

2.4.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK, yang berbunyi bahwa OJK 

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan 

tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:  

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;  

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan  

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.  

  

  Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 UU OJK, yang berbunyi bahwa 

dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:  

 
 50 Muchamad Handoko dan Made Warka, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan 

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-X11/2014, Mimbar Keadilan 

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Vol.12, No.1, Juli 2019.h. 14 
51 Zaidatul amina, Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: 

Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hal. 8.  
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a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :  

1 Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, 

anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan 

sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta 

pencabutan izin usaha bank; dan  

2 Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan 

dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;  

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:  

1 Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio 

kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian 

kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan 

bank;  

2 Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;  

3 Sistem informasi debitur;  

4 Pengujian kredit (credit testing); dan  

5 Standar akuntansi bank;  

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, 

meliputi:  

1 Manajemen risiko;  

2 Tata kelola bank;  

3 Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;  

4 Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; 

dan  

d. Pemeriksaan bank. 

 

2.4.3 Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif 

Pada tahun 2013 lalu sebagai salah satu bentuk kewenangannya, Otoritas 

Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

Prinsip perlindungan yang dimuat dalam peraturan tersebut yaitu transparansi, 

perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/ informasi konsumen, 

dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara 

sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.  

Selanjutnya, pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan lagi 

peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen jasa keuangan, yaitu 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Lembaga ini 
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dibentuk dikarenakan penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan 

seringkali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa 

keuangan. Selain itu, lembaga ini dianggap mampu untuk menyelesaikan 

sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien. Penyelesaian sengketa melalui 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa akan ditempuh setelah pengaduan 

dari konsumen yang dirugikan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga jasa 

keuangan terkait. Pengertian sengketa yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu 

perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan 

penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/ atau 

pemanfaatan pelayanan dan/ atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui 

proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan.  

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dimuat dalam Daftar Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. 

Setiap lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk menjadi anggota dalam 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti yang diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014. Namun apabila lembaga jasa 

keuangan tersebut melakukan kegiatan usaha lintas sektor jasa keuangan, maka 

lembaga jasa keuangan tersebut hanya wajib menjadi anggota pada 1 (satu) 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sesuai dengan kegiatan usaha 

utamanya. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan harus memenuhi ketentuan:52  

1) Mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa:  

a) Mediasi;  

b) Ajudikasi; dan  

c) Arbitrase.  

2) Mempunyai peraturan yang meliputi:  

a) Layanan penyelesaian sengketa;  

b) Prosedur penyelesaian sengketa;  

c) Biaya penyelesaian sengketa;  

d) Jangka waktu penyelesaian sengketa;  

e) Ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, 

ajudikator, dan arbiter; dan  

f) Kode etik bagi mediator, ajudikator, dan arbiter.  

 
52 Pasal 4 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan  
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3) Menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, serta prinsip 

efisiensi dan efektifitas dalam setiap pengaturannya;  

4) Mempunyai  sumber  daya  untuk  dapat  melaksanakan 

pelayanan penyelesaian sengketa; dan  

5) Didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh 

asosiasi dan/ atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi self 

regulatory organization.  

 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:53  

1) Prinsip Aksebilitas  

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki skema layanan 

penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen. Selain itu, juga 

menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.  

2) Prinsip Independensi  

Memiliki organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga  

Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk 

menjalankan fungsinya;  

Mempunyai sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsinya 

dan tidak tergantung kepada lembaga jasa keuangan  

tertentu.  

3) Prinsip Keadilan  

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki peraturan dalam 

pengambilan keputusan, dengan ketentuan:  

a. Mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka 

mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk 

memperoleh kesepakatan penyelesaian;  

b. Ajudikator dan arbiter dilarang mengambil putusan berdasarkan pada 

informasi yang tidak diketahui para pihak;  

c. Ajudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap 

putusannya.  

4) Prinsip Efisiensi dan Efektifitas  

a. Peraturan penyelesaian sengketa para lembaga alternatif penyelesaian 

sengketa mengatur tentang jangka waktu penyelesaian sengketa;  

b. Mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian  

 
53 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa di Sektor Jasa Keuangan  
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c. sengketa;  

d. Memiliki peraturan penyelesaian sengketa yang memuat ketentuan 

yang memastikan bahwa anggotanya mematuhi dan melaksanakan 

setiap putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa;  

e. Terdapat pengawasan pelaksanaan putusan.  

 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah termuat dalam Daftar 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menyampaikan laporan berkala 

setiap 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Juni dan Desember kepada Otoritas Jasa 

Keuangan, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan tersebut paling tidak memuat informasi tentang:  

a. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa;  

b. Demografi dari konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian 

sengketa;  

c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak karena tidak 

memenuhi persyaratan (termasuk alasan penolakan);  

d. Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian;  

e. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing 

sengketa;  

f. Jenis layanan dan/ atau produk yang menjadi sengketa; dan  

g. Jumlah sengketa yang telah diputus dan hasil monitoring atas 

pelaksanaan putusan dimaksud.  

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Peraturan No. 1/POJK.07/2014 

tersebut, dapat menajatuhkan sanksi administratif kepada setiap lembaga jasa 

keuangan yang melanggar dalam ketentuan tersebut. Sanksi yang dapat 

dijatuhkan berupa peringatan tertulis, denda (sejumlah uang tertentu), 

pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, sampai dengan 

pencabutan izin kegiatan usaha. 

 

2.5 Informasi dan Transaksi Elektronik  

Perkembangan masyarakat di era informasi yang semakin berkembang dan 

akhirnya- membuat  varian  atau  bentuk  kejahatan  baru.  Jadi,  untuk  menjerat  

jenis  kejahatan  ini  di perlukan suatu pengaturan khusus dalam UndangUndang 

untuk menjerat para pelaku cyber crime.  Dari  segi  yuridis,dibutuhkan perangkat  

hukum  yang  mengatur  hubungan  secara elektronik tersebut sebagai alat bukti 

yang sah.54  

 
54 Suparni, Niniek, SH, MH, 2009, Cyberspce, Problematika dan Antisipasi 
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Indonesia telah memasuki sebuah tahapan baru dalam dunia informasi dan 

komunikasi dalam hal ini adalah internet. Indonesia merupakan salah satu negara 

berkembang di dunia yang telah memulai babakan baru dalam tata cara pengaturan 

beberapa sistem komunikasi melalui media internet yakni informasi, pertukaran 

data, transaksi online dsb. Hal itu dilakukan oleh indonesia melalui pemerintahan 

yang bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat sebuah draft 

atau aturan dalam bidang komunikasi yang tertuang dalam RUU ITE atau Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mulai dirancang sejak Maret 

2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan informasi (Komimfo) dengan nama 

Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi  Elektronik (RUU-

IETE).  

Kemenkomimfo Cakupan UU ITE dapat dilihat dari struktur UU ITE yang 

terdiri dari 13 bab dan 54 pasal:  

1. Bab 1 Tentang Ketentuan Umum,  

2. Bab 2 Tentang Asas Dan Tujuan,  

3. Bab 3 Tentang Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan Elektronik,  

4. Bab 4 Tentang Penyelenggaraa Sertifikasi Elektronik Dan Sistem 

Elektronik,  

5. Bab 5 Tentang Transaksi Elektronik,  

6. Bab 6  Tentang  Nama  Domain,  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Dan  

Perlindungan  Hak Pribadi.  

7. Bab 7 Tentang Perbuatan Yang Dilarang.  

8. Bab 8 Tentang Penyelesaian Sengketa.  

9. Bab 9 Tentang Peran Pemerintah Dan Peran Masyarakat.  

10. Bab 10 Tentang Penyidikan,  

11. Bab 11 Tentang Ketentuan Pidana,  

12. Bab 12 Tentang Ketentuan Peralihan,  

13. Bab 13 Tentang Ketentuan Penutup 

 

2.5.1 Tujuan Pembentukan Undang-Undang ITE 

Tujuan Pembentukan UU ITE (Permen KOMINFO. Nomor/Tahun, 5/2013 

Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara 

Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik) yaitu untuk Mencerdaskan kehidupan 

bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan 

perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka 

 
Pengaturannya, Jakarta, Sinar Grafika. h. 113 
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kesepatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan 

kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi seoptimal 

mungkin dan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian 

hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.  

UU ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali 

dihadapi diantaranya dalam penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi 

secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan 

perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Hal tersebut adalah 

langkah maju yang di tempuh oleh pemerintah dalam penyelenggaraan layanan 

informasi secara online yang mencakup beberapa aspek kriteria dalam penyampaian 

informasi.  

Secara garis besar, UU ITE telah cukup menjawab kebutuhan orangorang 

dalam melakukan kegiatan di dunia siber. UU ITE telah mengakomodir ketentuan 

material dan juga prosedural. Dengan demikian UU ITE memberikan dan menjamin 

kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitas melalui Sistem Elektronik.  

UU ITE menganut asas extra territorial jurisdiction. Hal ini termaktub dalam 

pasal 2 UU ITE No.11 Tahun 2008. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang 

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam UU ITE ini, 

baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum 

Indonesia (umumnya juga melarang penyalahgunaan/kejahatan dengan 

menggunakan kartu kredit), yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum 

Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan 

Indonesia. Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh WNI 

maupun WNA di luar wilayah Indonesia atau baik oleh badan hukum Indonesia 

maupun badan hukum asing, sepanjang memiliki akibat hukum di Indonesia, dapat 

ditindak sesuai dengan UU ITE No.11 Tahun 2008 ini. 

2.5.2  Asas-Asas Undang-Undang ITE 

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 3, asas-asas UU ITE terdiri 

dari:  

1. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan 

teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang 

mendukung penyelenggaraannya yang mendapat pengakuan hukum di 

dalam dan diluar pengadilan.  

2. Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses informasi 

sehingga  dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat.  
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3. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus 

memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, 

baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Transaksi Elektronik.  

4. Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam 

melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan 

tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain 

tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.  

5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas 

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak 

terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti 

perkembangan pada masa yang akan datang.  

Teknologi informasi atau media baru memberikan sumbangan penting 

dalam perubahan sosial atau transformasi kultur dan pranata-pranata sosial yang 

melintas waktu. Perubahan sosial yang ditimbulkan media baru sebagian besar 

adalah positif dan sebagian lagi negatif, kadang-kadang kontroversial. Media baru 

tidak sekadar mengubah cara kita berkomunikasi tetapi juga berbagai kegiatan kita 

dan cara kita menata hidup kita dan orang lain. Ia dapat memudahkan kita mencari 

kerja, tetapi dalam banyak kasus dapat juga membuat orang kehilangan kerja. Ia 

dapat mendekatkan hubungan seseorang, tetapi juga dapat memisahkan suatu 

hubungan baik. Ia dapat menghadirkan kebahagiaan, kedamaian dan keharmonisan, 

ia juga dapat mendatangkan kesedihan, ketegangan dan konflik.55 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Kalidjernih, F. K. Puspa. Ragam, Konsep dan Isu Kewarganegaraan, Widya 

Asara Press, Bandung, 2011, h. 72 


